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PENGUATAN NORMA KEKELUARGAAN ISLAM OLEH ‘AISYIYAH: STUDI 

TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCAPERCERAIAN ORANG TUA 

DI KABUPATEN CILACAP 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka perceraian di Cilacap. Terjadinya 

peningkatan angka perceraian cukup memprihatinkan karena perceraian tidak hanya 

menimbulkan dampak psikologis, melainkan juga berdampak terhadap hak-hak anak yang 

menjadi korban. Dibutuhkan kesadaran bersama untuk mengimplementasikan perlindungan 

anak secara maksimal, walaupun perlindungan anak adalah tugas utama orang tua, namun 

keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah juga harus berperan juga. Penelitian ini fokus 

pada peranan organisasi ‘Aisyiyah dalam perlindungan hak anak pascaperceraian orang tuanya. 

‘Aisyiyah, sebagai organisasi perempuan Islam, memiliki peran yang signifikan dalam 

perlindungan hak anak. ‘Aisyiyah juga memperkuat perlindungan perempuan dan anak dengan 

konsolidasi dan pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak anak yang 

diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kerap terabaikan 

pascaperceraian orang tua di Kabupaten Cilacap serta untuk mengetahui peranan ‘Aisyiyah 

dalam Penguatan norma kekeluargaan islam terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak 

pascaperceraian orang tua di Kabupaten Cilacap. Metode penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian hukum normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh 

melalui studi kepustakaan dan studi lapangand. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Data yang terkumpul kemudian 

dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan hak-hak anak yang diamanatkan 

dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kerap terabaikan pascaperceraian orang tua 

di Kabupaten Cilacap antara lain hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak 

untuk mendapatkan nafkah yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, hak 

untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Peranan ‘Aisyiyah Kabupaten Cilacap 

dalam penguatan norma kekeluargaan Islam terhadap perlindungan hak anak pascaperceraian 

orang tua di Kabupaten Cilacap dengan melaksanakan program penguatan ketahanan keluarga, 

membentuk penguatan perwujudan keluarga sakinah, menguatkan pendidikan orang tua 

(parenting) serta memperluas wawasan keluarga dalam kaitannya dengan kehidupan sosial. 

Kata Kunci: Perceraian; Perlindungan Hukum; Hak Anak. 

 

 



 
 

 

 

NASKAH PUBLIKASI I ANNISA SHAFA KHOERIYAH 2 

 

STRENGTHENING ISLAMIC FAMILY NORMS BY 'AISYIYAH: A STUDY ON 

THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS AFTER PARENTAL DIVORCE IN 

CILACAP 

ABSTRACT 

This study is conducted as a response to the high divorce rate in Cilacap. The increase in the 

divorce rate is concerning as divorce has a psychological impact, especially for children. It 

needs mutual awareness to implement child protection to the fullest. Although child protection 

becomes parents’ responsibility, relatives, communities, state, and government must also play 

a role. 'Aisyiyah, an Islamic women's organization, plays a significant role in protecting 

children's rights. Aisyiyah strengthens the protection of women and children through 

consolidation and assistance. This study examines the roles of the 'Aisyiyah organization in 

safeguarding children's rights after their parents' divorce. This study aims to determine the 

rights of children mandated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law 

Number 23 of 2002 concerning Child Protection who are often neglected after parental divorce 

in Cilacap and to investigate the roles of 'Aisyiyah organization in strengthening Islamic family 

norms to protect and fulfill children's rights after parental divorce in the regency. This 

normative and empirical legal study uses secondary data obtained from literature and field 

studies. The secondary data include primary and secondary legal materials and were 

qualitatively analyzed. The results of this study indicate that children's rights mandated in Law 

Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child 

Protection that are often neglected after parental divorce in Cilacap include the rights to get 

parental affection from parents, a decent living, a proper education, protection, and welfare. 

There are four roles of 'Aisyiyah organization Cilacap in strengthening Islamic family norms 

to protect children's rights after parental divorce: (1) implementing programs to empower 

family resilience, (2) strengthening the creation sakinah families, (3) building up parenting 

education, and (4)  broadening family insights related to social life. 

Keywords: Divorce; Legal Protection; Child Rights 
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A. Latar Belakang Masalah 

Pada kodratnya manusia diciptakan untuk hidup berpasangan sebagai laki-laki dan 

perempuan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Perkawinan menjadi upaya 

menyatukan laki-laki serta perempuan menjadi pasangan hidup. Melalui sebuah perkawinan 

hubungan seorang laki-laki dan perempuan dikatakan sah apabila sudah memenuhi ketentuan-

ketentuan yang berlaku, baik aturan agama, negara, termasuk adat setempat yang diakui oleh 

masyarakat. Perkawinan adalah sebuah bentuk ibadah yang bertujuan mulia dan sakral, untuk 

mewujudkan keluarga yang bahagia, tenteram, dan damai, yakni keluarga yang penuh sakinah, 

mawadah, dan rahmah (Tsamara, 2020:1). 

Perkawinan merupakan perjanjian luhur manusia dengan pasangannya. Ikatan suci dalam 

bahasa fikih nikah disebut mitsaqan ghalidhan, yaitu perjanjian yang sangatlah kuat untuk 

melaksanakan ibadah dan perintah Allah. Perkawinan adalah unsur utama dalam kehidupan 

manusia, karena keharmonisan keluarga dapat ditegakkan sesuai dengan nilai agama dan 

kebiasaan adat istiadat masyarakat setempat. Dari perkawinan akan memiliki anak dan cucu 

untuk menjadi penerus generasi berikutnya. 

Perkawinan di Indonesia sudah terdapat regulasi dan ketetawannya yaitu UU No. 

16/2019 yang membahas mengenai Perubahan Atas UU No. 1/1974 yang membahas mengenai 

Perkawinan (disebut UU Perkawinan). Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwasannya: 

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan merupakan perjanjian yang 

menimbulkan hubungan hukum, bahwa mereka (para pihak) diwajibkan untuk mengikuti pola 

perilaku tertentu, melakukan tindakan tertentu, atau menghindari tindakan tertentu. Dalam 
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konteks ini, ikatan pernikahan dapat dilaksanakan jika tidak ada hambatan yang menghalangi 

calon pasangan untuk menikah. Jadi, jika calon pengantin telah memenuhi syarat-syarat 

perkawinan, hukum menganggap mereka telah memenuhi persyaratan obyektif untuk 

keabsahan perjanjian. Namun, jika calon pengantin tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, 

hukum menyatakan mereka tidak memenuhi persyaratan obyektif untuk keabsahan perjanjian, 

sehingga perkawinan tidak dapat dilaksanakan. 

Pada dasarnya Pernikahan dimaksudkan untuk berlangsung seumur hidup, hingga salah 

satu pasangan meninggal dunia. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan, 

tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis dan abadi. Ini sejalan dengan 

ajaran Islam. Oleh karena itu, Undang-Undang perkawinan berpegang pada prinsip untuk 

memperumit proses perceraian. Meskipun demikian, dalam situasi tertentu, ada kondisi yang 

mengharuskan perceraian karena jika pernikahan dipertahankan, hal-hal buruk dapat terjadi. 

Dalam konteks ini, Islam memperbolehkan perceraian sebagai upaya terakhir untuk 

menyelamatkan kehidupan berumah tangga. 

Kenyataan menunjukkan bahwasannya banyak pasangan gagal mencapai tujuan 

pernikahan mereka karena berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. 

Akibatnya, banyak yang akhirnya bercerai, meskipun perceraian seharusnya menjadi pilihan 

terakhir. Dalam ajaran Islam, perceraian memang diperbolehkan, tetapi tetap merupakan 

tindakan yang tidak disukai oleh Allah. Tidak ada pasangan suami istri yang mengharapkan 

perceraian setelah mereka menikah. Namun, dalam beberapa situasi, perceraian menjadi 

pilihan yang perlu diambil untuk mempertahankan kehormatan dan martabat baik suami 

maupun istri (Tsamara, 2020:2). 
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Saat ini terdapat situasi berupa tingginya angka perceraian di Kabupaten Cilacap 

termasuk yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah cerai di 

Kabupaten Cilacap yang mengalami peningkatan dari tahun 2021. Adapun data dari Kantor 

Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Cilacap dijelaskan pada Tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1. 1 Angka Perceraian di Cilacap 

 

Tahun 

Cerai 

Cerai Talak Cerai Gugat Jumlah 

2019 1.795 4.685 6.480 

2020 1.677 4.361 6.038 

2021 1.690 4.222 5.912 

2022 1.660 4.535 6.195 

Sumber : ( jateng.bps.go.id, Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah, Diakses pada 18 November 2023) (Jumlah Pernikahan Dan Perceraian 

Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, 2023). 

Pasangan suami istri yang mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama 

Cilacap sebagian besar berakhir bercerai. Persentase perceraian lebih besar terjadi pada 

pasangan dengan suami yang menikah saat berusia kurang dari 25 tahun, istri yang menikah 

saat berusia kurang dari 21 tahun, suami tidak bekerja, istri bekerja, capaian pendidikan suami 

SLTA/sedejarat ke atas, capaian pendidikan istri SLTA/sedejarat ke atas, tinggal bersama 

orang tua/saudara, tidak memiliki anak, dan tidak mengikuti proses mediasi. Variabel yang 

secara nyata memengaruhi kemungkinan perceraian antara suami dan istri di Kabupaten 

Cilacap pada tahun 2021 mencakup status pekerjaan istri, pendidikan suami dan istri, lokasi 

tempat tinggal, dan keberadaan anak dalam keluarga. Pasangan suami istri memiliki risiko 

dalam bercerai lebih besar sesudah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Cilacap 

apabila istrinya tidak bekerja, suaminya berpendidikan SLTP/sederajat ke bawah, istrinya 
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berpendidikan SLTA sederajat ke atas, tinggal bersama orang tua/saudara atau tidak memiliki 

anak dari hasil perkawinan dalam pernikahan tersebut (Munawardani & Aloysius, 2022:1427). 

Tidak bisa menutup mata bahwa angka perceraian yang tinggi memiliki dampak negatif 

yang luas pada masyarakat khususnya pada anak. Seringkali karena perceraian, hak-hak anak 

turut tidak terpenuhi.  Kondisi anak yang tidak terpenuhi haknya tersebut seperti tidak 

mendapatkan rasa kasih sayang, anak menjadi terlantar, tidak mendapatkan pendidikan, bahkan 

seringkali anak menjadi korban kejahatan. Anak-anak harus mendapat perlindungan tanpa 

syarat, serta memperoleh perlakuan yang penuh perhatian dan kepedulian dalam setiap situasi 

(Kurniati, 2018:40). 

Ada kasus di mana seorang anak dilaporkan ke KPAI, termasuk di antaranya kasus 

pelaporan anak yang menjadi korban penelantaran ekonomi. Dalam rentang waktu dari tahun 

2011 hingga 2016 saja, terdapat 1.014 kasus yang mencatat anak-anak sebagai korban 

penelantaran ekonomi (Hak Nafkah)(Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan 

Anak, 2011-2016). Jumlah yang bisa dibilang begitu banyak. Perkara tersebut dimulai dengan 

penyebutan jumlah uang nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya dalam suatu 

keputusan perceraiannya. Biasanya, jumlah yang harus dipatuhi sudah dijelaskan dalam 

putusan, oleh karena itu, orang tua diwajibkan mematuhinya. Tetapi, di lapangan, banyak orang 

tua yang tidak mematuhi putusan tersebut, sehingga kebutuhan ekonomi anak terabaikan. 

Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua mereka sering kali berhadapan dengan 

tantangan ganda, karena selain menghadapi dampak emosional dari perceraian, mereka juga 

mungkin mengalami kesulitan keuangan karena tidak mendapatkan dukungan finansial yang 

memadai. Akibatnya, beberapa di antara mereka mungkin merasa terlantar dan rentan terhadap 

perilaku negatif. 
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Pada hakikatnya anak tidak memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri dari 

berbagai bentuk tindakan yang dapat menyebabkan kerugian pada kesehatan mental, fisik, dan 

sosialnya dalam berbagai aspek kehidupan serta penghidupan. Orang lain perlu memberikan 

bantuan kepada anak untuk menjaga keselamatannya, mengingat keadaan dan situasinya. 

Upaya untuk melindungi anak adalah tanggung jawab yang krusial dan harus terus dilakukan 

oleh semua elemen masyarakat kita. Perlindungan anak dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek, seperti memberikan pembinaan di lingkungan keluarga, 

mengawasi interaksi sosial anak-anak, dan menerapkan kebijakan yang sesuai melalui regulasi 

negara yang efektif. Dalam konteks ini, ‘aisyiyah memiliki jaringan yang tersebar luas, potensi 

sumber daya manusia, dan pengaruh sosial yang dapat dimobilisasi untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keutuhan keluarga serta melindungi 

anak-anak. 

‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Islam, memiliki peran yang signifikan dalam 

perlindungan hak anak.  Organisasi ini memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam 

tentang prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga, dan hubungan 

antara suami, istri dan anak. Pengetahuan ini dapat digunakan dalam memberikan pemahaman 

yang semakin baik kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan 

menghindari perceraian. ‘Aisyiyah juga memperkuat perlindungan perempuan dan anak 

dengan konsolidasi dan pendampingan. Menurut perspektif Islam, ‘Aisyiyah juga 

memperjuangkan hak-hak anak, termasuk hak kejelasan nasab dan nilai keadilan dalam 

konteks perlindungan anak. ‘Aisyiyah juga mempunyai peranan yang kuat dalam 

memperjuangkan perlindungan yang menjadi hak anak, baik dalam konteks agama maupun 

dalam berbaagai aspek kehidupan sosial dan kemanusiaan. 
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Landasan yuridis peran organisasi ‘Aisyiyah dalam perlindungan hak anak 

pascaperceraian orang tua dapat merujuk regulasi ormas yakni Peraturan Pemerintah Pengganti 

UU RI No. 2/2017 yang membahas mengenai Perubahan atas UU RI No. 17/2013 yang 

membahas mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) serta UU RI No. 17/2013 

yang membahas mengenai Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). 

Berdasarkan amanat Pasal 5 UU Ormas hurf d yaitu ormas bertujuan untuk menjaga 

dan melestarikan norma, nilai, moral, etika, dan warisan budaya yang terdapat dalam 

masyarakat, sementara bagian g Pasal 6 menetapkan fungsi organisasi tersebut dalam merawat 

dan melestarikan norma, nilai, dan etika dalam konteks kehidupan bersosial, berbangsa, dan 

bernegara, maka peran organisasi ‘Aisyiyah dalam perlindungan hak anak pascaperceraian 

orangtua, membantu pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Cilacap menjadi suatu hal yang 

penting. Berkenaan organisasi masyarakat ini yang memiliki peran penting, maka perlunya 

dilaksanakan penelitian yang secara khusus mengkaji peranan ‘Aisyiyah dalam perlindungan 

hak anak pascaperceraian orangtua, membantu pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten 

Cilacap. Adapun judul skripsi ini, “PENGUATAN NORMA KEKELUARGAAN ISLAM 

OLEH ‘AISYIYAH; STUDI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK 

PASCAPERCERAIAN ORANG TUA DI KABUPATEN CILACAP.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang dikaji dalam rumusan masalah 

skripsi ini sebagai berikut: 

1. Apa saja hak-hak anak yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
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Perlindungan Anak yang kerap terabaikan pascaperceraian orang tua di Kabupaten 

Cilacap? 

2. Bagaimana peranan ‘Aisyiyah dalam penguatan norma kekeluargaaan Islam 

terhadap perlindungan hak anak pascaperceraian orang tua di Kabupaten Cilacap? 

C. Metode Penelitian 

Pada dasarnya metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk 

memperoleh data dengan maksud dan manfaat yang terperinci. Dari aspek ini, ada empat poin 

penting yang perlu dipertimbangkan: pendekatan ilmiah, informasi, objektif, dan manfaat 

(Sugiyono, 2017:3). Dari penjelasan tersebut, bisa diambil simpulan bahwasannya metode 

penelitian merupakan suatu strategi atau pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk 

mengumpulkan informasi tentang suatu subjek dalam penelitian dengan tujuan untuk 

mengatasi suatu masalah yang ada. Metode penelitian yang dipegunakan penulis dalam 

menyusun skripsi ini yakni diantaranya: 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif serta hukum empiris. 

Penelitian hukum normatif adalah upaya penelitian yang berkaitan dengan analisis dan 

pemeriksaan terhadap hukum dalam bentuk norma, peraturan, prinsip-prinsip, doktrin, 

teori-teori, serta referensi lainnya, dengan tujuan memecahkan permasalahan hukum 

yang sedang diteliti (Muhaimin, 2020). Dengan demikian, menurut sudut pandang yang 

telah disampaikan, penelitian hukum normatif umumnya terbatas pada analisis dokumen-

dokumen hukum, yang meliputi peraturan hukum, putusan pengadilan, perjanjian, 

prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, serta pandangan para pakar hukum. Penelitian 

hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau socio legals, 
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bertujuan mendorong peneliti untuk menyelidiki bagaimana hukum diterapkan dalam 

kehidupan masyarakat (hukum dalam aksi) (Nurhayati, 2021:2746-7406). 

D. Pembahasan 

Anak sejatinya memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Penyelenggaraan perlindungan 

anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : 

1. non diskriminasi; 

2. kepentingan yang terbaik bagi anak; 

3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 

4.  penghargaan terhadap pendapat anak  Hak-hak anak merupakan hak yang tak 

terpisahkan dari identitas mereka.  

Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk memastikan dan menjamin bahwa hak-

hak anak terlindungi sepenuhnya, memungkinkannya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta memberikan 

perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan, pemenuhan, 

dan jaminan atas hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama bagi orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah, dan negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain 

memperhatikan pertumbuhan fisik dan kebutuhan materi, penting juga untuk memperhatikan 

perkembangan emosional dan mental anak selama masa pertumbuhannya (Nifta Huludin, 

2022:34). 
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Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) disebutkan bahwasannya hak anak yang harus 

ditegakkan mencakup hak untuk hidup dan berkembang (right of survival and development), 

memperhatikan kepentingan terbaik anak, mengakui kebebasan berekspresi dan berpendapat, 

serta menolak segala bentuk diskriminasi (Konvensi Hak Anak, 1989). 

Hak anak juga tidak akan hilang apabila terjadi perpisahan. Pengingkaran pemenuhan 

hak anak setelah terjadinya perceraian tersebut juga melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan yang ada, diantaranya pasal 41 UU Perkawinan menegaskan bahwasannya Akibat 

dari perceraian, ibu dan bapak tetap diwajibkan untuk merawat serta mengarahkan 

perkembangan anak-anak demi kepentingan mereka. Bapak harus menanggung semua biaya 

yang diperlukan untuk perawatan dan pendidikan anak-anak. Pasal 45 UU Perkawinan juga 

menegaskan bahwa orang tua harus terus merawat dan membimbing anak-anak hingga mereka 

mandiri, kewajiban ini tidak tergantung pada status pernikahan orang tua. Pembatalan hak anak 

untuk mendapatkan pemenuhan setelah perceraian juga melanggar ketentuan hukum dalam 

pasal 149 dan pasal 156 KHI yang menegaskan bahwa dalam kasus perceraian, tanggung jawab 

ayah terhadap biaya pemeliharaan dan nafkah anak tetap berlaku hingga anak dewasa dan 

mampu mandiri, yakni hingga usia 21 tahun. 

Orang tua memiliki kewajiban untuk mengarahkan anak-anak mereka menuju 

pengembangan potensi secara optimal, mencakup aspek fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Anak 

dianggap sebagai penerus nilai dan budaya dari generasi sebelumnya, dengan tugas untuk 

melanjutkan dan memperkaya warisan tersebut agar lebih bermanfaat dan berhasil. Dalam 

Islam, anak atau keturunan dianggap sebagai pewaris nilai-nilai Islam yang telah disebarkan 

sejak zaman Rasulullah SAW dan dipertahankan oleh para pengikutnya, sebagaimana 

tercantum dalam surat Maryam: 5-6. 
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لِىَ  خِفْت   وَإنِ ِى وَلِي   لَّد نكَ  مِن لِى فهََبْ  عَاقِرًا ٱمْرَأتَِى وَكَانتَِ  وَرَاءِٓى مِن ٱلْمَوََٰ   

Terjemahan: “Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mwaliku 

(penerusku)sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yng mandul, maka anugerahilah aku 

dari sisi Engkau seorang putera.” (QS. Maryam:5). 

رَضِي ا رَب ِ  وَٱجْعَلْه    ۖيعَْق وبَ  ءَالِ  مِنْ  وَيَرِث   يَرِث نِى  

Terjemahan: “Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya’qub dan 

jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridai.” (QS. Maryam: 6). 

Menurut Tafsir Ibnu Katsir di dalam kitab Sahihain telah disebutkan melalui berbagai 

jalur, bahwa Rasulullah pernah bersabda: Kami tidak diwaris, semua yang kami tinggalkan 

adalah sedekah. Menurut suatu riwayat yang ada pada Imam Turmuzi dengan sanad yang sahih 

disebutkan seperti berikut: Kami para nabi tidaklah diwaris. Dengan demikian, berarti makna 

firman-Nya: maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang mewarisi aku. Bahwa 

yang dimaksud tiada lain adalah mewarisi kenabiannya. Karena itulah dalam firman 

selanjutnya disebutkan: dan mewarisi sebagian keluarga Ya’qub (Quran, 2017). Orang tua 

memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Pendidikan Islam sesuai dengan yang dijelaskan 

dalam surat at-Tahrim (66): 6, dengan tujuan mempersiapkan generasi penerus yang mewarisi 

nilai-nilai Islam.  

Kepedulian agama terhadap kelangsungan hidup anak sangat besar, bertujuan agar 

mereka dapat tumbuh menjadi individu yang sehat dan cerdas. Ayat 233 dari Surat Al 

Baqarah menjelaskan prosedur idah bagi wanita yang ditinggal mati agar tidak ada 

kesalahpahaman bahwa idah bagi yang ditinggal mati sama dengan yang ditinggal hidup. Para 

istri yang ditinggalkan oleh suami yang telah meninggal dan tidak sedang hamil, diwajibkan 

menunggu atau beridah selama empat bulan sepuluh hari, termasuk malamnya, sesuai dengan 

hukum syariah yang pasti. Setelah masa idah para istri yang ditinggal mati suaminya berakhir, 
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wahai para wali dan saudara-saudaranya, tidaklah ada dosa jika mereka melanjutkan aktivitas 

mereka, seperti berhias, menerima pinangan, menikah, dan lainnya, sesuai dengan tata cara 

yang sesuai dengan agama dan norma-norma yang berlaku. Allah Mahatahu segala 

tindakanmu, yang kau rahasiakan atau kau tunjukkan. 

Berdasarkan wawancara dengan Efi Nadzifatun Khosyah, Ketua Majelis Tabligh dan 

Ketarjihan, pada Kamis, 24 Februari 2024 ditemukan beberapa hak-hak anak yang kerap 

terabaikan pascaperceraian orang tua di Kabupaten Cilacap meliputi: 

 

 

1. Hak untuk Mendapatkan Kasih Sayang dari Orang Tua  

Menurut Efi Nadzifatun Khosyah, Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan, dalam 

wawancaranya pada tanggal 24 Februari 2024, saat terjadi perceraian orang tua, anak 

diberikan kebebasan untuk memilih tempat tinggal bersama ayah atau ibu sesuai dengan 

keinginannya. Walaupun begitu, kewajiban anak untuk tetap berbakti kepada kedua orang 

tua dan memperlakukan mereka dengan baik tetap harus dipenuhi. Anak berhak 

mendapatkan hadhanah karena mereka masih memerlukan bimbingan, perlindungan, dan 

pendidikan yang layak dari orang yang mampu memberikannya. 

Diharapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan 

menjaga perlindungan hak-hak anak, terutama saat terjadi perceraian. Anak memiliki hak 

yang dinyatakan secara umum untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan 

bimbingan yang penuh kasih sayang, baik dari keluarganya maupun dari lingkungan 

khusus, demi pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal. Dalam konteks ini, anak 
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berhak menerima layanan yang mendukung pengembangan kemampuan dan kehidupan 

sosialnya, sesuai dengan kondisi lingkungannya yang memadai. Selain itu, anak juga 

berhak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak, baik sejak dalam kandungan 

maupun setelah lahir. Dengan kata lain, anak memiliki hak untuk dilindungi dari 

lingkungan hidup yang bisa sangat membahayakan atau menghalangi pertumbuhan serta 

perkembangannya yang alami. Isteri (ibu) adalah yang memiliki hak untuk memelihara 

anak di antara suami dan isteri, karena beberapa dalil menegaskan bahwa ibu memiliki hak 

yang lebih besar daripada ayah dalam hal kepedulian terhadap anak jika terjadi 

perselisihan. Justru demi mempertimbangkan kepentingan si anaklah hal ini dilakukan. Si 

anak lebih pantas diasuh oleh ibu selama hakim masih berpandangan bahwa belum ada 

alasan yang membenarkan si ayah untuk memelihara dan mengasuhnya. 

Ibu perlu memberikan bimbingan dan arahan kepada anak yang masih di bawah 

umur, mengingat pertimbangan lain yang harus dipertimbangkan. Kehangatan kasih 

sayang yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya yang masih kecil dan belum 

dewasa, seharusnya dipetakan ke dalam konsep kasih sayang orang tua secara umum. Ini 

menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu memiliki hak yang setara dalam memberikan 

cinta dan perhatian kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, dari penjelasan tersebut, 

Penggugat dan Tergugat tidak perlu menuntut hak eksklusif atas pemeliharaan anak 

tersebut. 

 Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan satu-satunya aturan yang 

secara jelas dan tegas menegaskan pernyataan tersebut, serta memberikan panduan bagi 

hakim dalam mengambil keputusan terkait pemberian hak asuh atas anak, khususnya 

dalam situasi perceraian :  
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1) Ibu memiliki hak untuk merawat anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau 12 

tahun. 

2) Pemeliharaan anak yang telah mencapai usia ketika mereka dapat membuat keputusan 

sendiri diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai 

pemegang hak pemeliharaan. 

3) Ayahlah yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan. 

Sepertinya aturan KHI ini tidak bisa diterapkan secara universal, karena hanya akan 

mengikat bagi individu yang menjalankan agama Islam dan kasusnya ditangani di 

Pengadilan Agama (Indra Tektona, 2012:42-57). Merawat anak adalah tentang 

memberikan perlindungan, bimbingan, dan pembinaan kepada seseorang yang masih 

bergantung dalam mengatur kehidupannya sendiri, serta melindunginya dari segala hal 

yang bisa membahayakan atau mengganggu perkembangannya. Pemeliharaan dan 

pendidikan anak merupakan kewajiban bagi orang tua atau pihak yang bertanggung jawab 

hingga mereka mencapai kemandirian, dengan tujuan memberikan yang terbaik dalam hal 

kasih sayang, keamanan, kesejahteraan, serta keberlangsungan hubungan yang erat dan 

berkelanjutan. 

Dalam lingkungan keluarga, orang dewasa berupaya memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara optimal, mengikuti konsep dasar 

asah, asih, dan asuh dengan cermat dan efektif. Agar anak bisa berkembang secara 

maksimal, penting untuk memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan 

perkembangannya. Anak-anak perlu diajarkan tentang pentingnya ilmu agama selain hal-

hal lain yang mereka pelajari. Agama membentuk karakter individu sepanjang rentang 

hidupnya, mulai dari masa kecil hingga dewasa. Proses ini dipengaruhi oleh faktor 
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lingkungan sosial, pendidikan formal, dan yang paling berpengaruh adalah pengaruh dari 

keluarga. Setiap pengalaman yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang diajarkan akan 

membentuk sikap, perilaku, dan cara pandang seseorang terhadap kehidupan agar sejalan 

dengan ajaran agamanya. 

 Al-Quran memberikan pedoman yang jelas tentang cara mendidik anak sesuai 

ajaran Islam, termasuk dalam hal komunikasi antara orang tua dan anak. Allah SWT telah 

mengungkapkan dalam surah Al-Luqman ayat 13 tentang pentingnya interaksi yang baik 

antara orang tua dan anak. 

ن   قَالَ  وَاِذْ  ب نَيَّ  يعَِظ ه   وَه وَ  لِِبْنِه   ل قْمَٰ رْكَ  اِنَّ  ۗبِالٰلِّ  ت شْرِكْ  لَِ  يَٰ عَظِيْم   لظَ لْم   الش ِ  

Terjemahan: “Dan (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia 

menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar”. (QS. al-Luqman :13). 

 

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir(Quran, 2017), Allah subhaanahu wa ta’aalaa 

menceritakan tentang nasihat Luqman kepada putranya. Luqman adalah keturunan Anqa 

ibnu Sadun, dan putranya dikenal sebagai Saran, menurut catatan Imam Al-Baihaqi. 

Allah subhaanahu wa ta’aalaa mengabadikan kisah Luqman dengan pujian, memberinya 

hikmah; Luqman memberi nasihat kepada putranya, orang yang sangat dicintainya, 

memberikan baginya yang terbaik dari pengetahuannya. Oleh karena itu, hal pertama 

yang dia tekankan kepada putranya adalah untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah, 

tanpa menyekutukan-Nya dengan apapun. Selanjutnya, Luqman mengingatkan putranya 

bahwa menyekutukan-Nya adalah perbuatan yang sangat zalim. (Luqman: 13) Artinya, 

perbuatan menyekutukan Allah adalah dosa terbesar yang dapat dilakukan.  
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Imam Al-Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah 

menceritakan kepada kami Jarir, dari Al-A’masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari 

Abdullah yang menceritakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya: Orang-orang yang 

beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik). (Al-

An’am: 82) Hal itu terasa berat bagi para sahabat Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam 

Karenanya mereka berkata, “Siapakah di antara kita yang tidak mencampuri imannya 

dengan perbuatan zalim (dosa).” Maka Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam 

bersabda, “Bukan demikian yang dimaksud dengan zalim. Tidakkah kamu mendengar 

ucapan Luqman: ‘Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.’ (Luqman: 13) 

Imam Muslim meriwayatkannya melalui hadis Al-A’masy dengan sanad yang sama. Ayat 

tersebut mengajarkan kepada orang tua agar ketika berbicara dengan anaknya dengan 

cara yang lemah lembut dan disertai dengan kasih sayang yang mendalam. Orang tua 

tidak diperbolehkan memberi pandangan kebencian kepada anaknya. Begitupun ketika 

orang tua ingin menyuruh atau melarang anaknya melakukan sesuatu maka harus 

menggunakan argumentasi yang logis. 

2. Hak Untuk Mendapatkan Nafkah yang Layak 

Asal usul kata “nafkah” dapat ditelusuri ke bahasa Arab Alnafaqah yang 

menggambarkan konsep biaya, pengeluaran, dan belanja. Dalam konteks fikih, para ahli 

memberikan makna nafkah sebagai kewajiban seseorang untuk memberikan dukungan 

kepada individu yang menjadi tanggungannya. Secara formal dalam bahasa Indonesia, 

istilah “nafkah” dijelaskan sebagai pengeluaran yang harus dilakukan (Nasional, 2008). 

Isi kitab-kitab fikih sering kali menghubungkan pembahasan tentang nafkah dengan 
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pembahasan tentang pernikahan, sebab nafkah dianggap sebagai hasil langsung dari 

kesepakatan antara seorang suami dan seorang istri. Dengan kata lain, memberikan 

nafkah merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami dalam 

lingkup keluarga.  

Ukuran makanan tertentu yang dberikan (menjadi tanggungan) oleh suami 

terhadap istrinya, pembantunya, orang tua, anak, budak, dan binatang ternak sesuai 

dengan kebutuhannya. Nafkah sebagai mencukupi kebutuhan orang yang menjadi 

tanggungan nya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan, 

Abdurahman al-Jaziriy menyebutkan bahwa nafkah meliputi biaya untuk kebutuhan 

pangan (Al-jaziry, 2003). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Efi Nadzifatun Khosyah, Ketua Majelis 

Tabligh dan Ketarjihan, pada Kamis, 24 Februari 2024, orangtua yang bercerai 

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut sejalan dengan kemampuan 

ekonomi mereka. Jika salah satu orangtua gagal memenuhi nafkah yang layak, anak 

memiliki hak untuk meminta bantuan hukum agar hak-hak mereka terlindungi. Penting 

bagi orangtua untuk secara aktif melibatkan diri dalam menjaga kesejahteraan finansial 

anak setelah perceraian demi memastikan anak mendapatkan nafkah yang layak. 

3. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan yang Baik 

Dalam terminologi psikologi, pendidikan diartikan sebagai upaya untuk 

mengembangkan kemampuan dan perilaku seseorang melalui berbagai metode 

pengajaran. Penggunaan kata “pengajaran” menandakan adanya transformasi perilaku 

yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan, yang dikenal sebagai proses belajar. 
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Sebelum memasuki lingkungan sekolah, anak-anak umumnya sudah menerima 

pendidikan awal dari keluarga mereka. Mendidik anak merupakan tanggung jawab 

bersama bagi kedua orang tua yang memerlukan kesesuaian dan kesepahaman dalam 

memberikan pendidikan kepada anak. Ketidakkonsistenan dalam hal ini dapat 

menyulitkan pencapaian tujuan pendidikan keluarga. Pengajaran tentang nilai-nilai 

tauhid dan ajaran Islam, termasuk pendidikan akhlak yang merupakan kelanjutan dari 

aqidah, merupakan hal yang pertama kali diterima oleh anak dari kedua orang tuanya. 

Dari segi etimologi, kata ‘akhlak’ merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang 

berasal dari bentuk jamak dari kata ‘khulq’. Dalam kamus Almunjid, ‘khulq’ diartikan 

sebagai karakter, perilaku, tingkah laku, atau sifat. Beberapa pandangan menyatakan 

bahwa akhlak adalah hasil dari proses pendidikan yang melibatkan pembentukan 

karakter manusia. Salah satu bentuk pendidikan akhlak adalah memberikan nasihat 

kepada anak-anak untuk menghormati orang tua, patuh kepada mereka, dan memenuhi 

hak-hak mereka. Seringkali, pendidikan akhlak diterapkan melalui peran ibu dalam 

mendidik anak-anak. Menurut Mufarakah, peran yang dimainkan oleh ayah dalam 

konteks kelahiran anak dianggap lebih ringan daripada peran ibu. Meskipun begitu, 

setelah pembuahan, ibu bertanggung jawab atas semua tahapan mulai dari masa 

kehamilan hingga proses kelahiran anak. Tidak hanya itu, tanggung jawabnya terus 

berlanjut hingga masa menyusui, bahkan melebihi itu (Ulwan, 2002:137).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Efi Nadzifatun Khosyah, Ketua Majelis 

Tabligh dan Ketarjihan, pada Kamis, 24 Februari 2024, tanpa bimbingan dari keluarga, 

anak akan kesulitan dalam melakukan kebaktian. Karenanya, penting bagi orang tua 

untuk selalu memberikan dukungan dan arahan kepada anak-anak mereka. Dengan 
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didikan yang penuh kasih dan pengajaran yang baik, diharapkan bahwa anak akan 

tumbuh menjadi individu yang patuh dan bersedia memberikan penghargaan kepada 

orang tua, mengingat peran penting yang telah dimainkan oleh mereka dalam hidupnya. 

Anak seringkali dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya selama masa 

pertumbuhannya. Oleh karena itu, orang tua harus memiliki kemampuan untuk menilai 

segala faktor yang mungkin berdampak negatif pada anak mereka. Meski demikian, 

mereka sebaiknya tidak menghambat anak-anak mereka dari berinteraksi dengan 

teman-teman sebaya, karena larangan semacam itu bisa menyulitkan kemampuan sosial 

anak dan berpotensi merugikan perkembangannya di masa mendatang. Orang tua 

sebaiknya memberikan arahan kepada anak-anak mereka untuk berinteraksi dengan 

teman-teman yang memiliki moral yang baik. Keluarga memiliki peran penting sebagai 

lembaga pertama dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak dari orang tua 

mereka. Oleh karena peran yang signifikan keluarga dalam membentuk akhlak anak, 

penting bagi mereka untuk memberikan pembelajaran tentang nilai-nilai moral yang 

baik. Ini bisa dilihat melalui contoh sikap dan perilaku positif yang ditunjukkan oleh 

orang tua, yang menjadi teladan bagi anak-anak mereka. 

Dengan demikian, penting bagi orangtua pascaperceraian untuk memastikan 

bahwa anak tetap mendapatkan akses dan dukungan dalam mengenyam pendidikan 

yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang baik antara 

orangtua, dukungan finansial yang memadai, serta memastikan anak memiliki 

lingkungan belajar yang kondusif. Dengan memenuhi hak anak untuk mendapatkan 

pendidikan berkualitas, diharapkan anak pasca perceraian orangtua bisa mempunyai 

masa depan yang lebih baik dan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. 
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4. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dan Kesejahteraan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Efi Nadzifatun Khosyah, Ketua Majelis 

Tabligh dan Ketarjihan, pada Kamis, 24 Februari 2024, berkaitan dengan perlindungan 

anak dan kesejahteraan anak, masih ada problem terkait dengan kasus-kasus 

penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Anak terlantar merujuk pada anak-anak 

yang tidak mendapat perlakuan yang layak dan tidak diurus oleh orang tua atau keluarga 

mereka, atau yang kehilangan perawatan orang tua atau keluarga. Menurut data dari 

Kementerian Sosial yang dikumpulkan dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial 

Terpadu (DTKS) hingga tanggal 15 Desember 2020, terdapat sekitar 67.368 anak di 

Indonesia yang mengalami kondisi tersebut. Anak jalanan termasuk dalam kategori ini, 

yaitu anak-anak yang bekerja atau diperkerjakan di jalanan, atau yang bekerja dan 

tinggal di jalanan, menghabiskan waktu sebagian besar untuk kegiatan harian mereka. 

Penanganan anak-anak terlantar yang selama ini dilakukan Pemerintah dan ‘Aisyiyah 

lebih banyak berbasis institusional, yaitu memasukkan anak terlantar dalam institusi 

tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, papan dan 

pendidikan. Model penanganan ini bagus bagi anak-anak dalam situasi darurat. Akan 

tetapi dalam jangka panjang dapat mencabut anak dari akar keluarganya, yang justru 

bertentangan dengan hak anak untuk dapat hidup dalam lingkungan keluarga. 

Karenanya diperlukan penanganan yang komprehensif, bukan hanya untuk 

menyelamat- kan anak yang terlantar, tetapi juga menyiapkan keluarga semi permanen 

atau permanen bagi anak baik orang tuanya sendiri, keluarga terdekat, atau komunitas 

asalnya. Penanganan terhadap kondisi traumatik dan psikososial anak terlantar pun 

perlu dilakukan oleh ahli professional agar anak siap ditempatkan dalam keluarga. 
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Kasus kekerasan terhadap anak dalam segala bentuknya (fisik, psikis, seksual, 

social) masih terus terjadi dengan intensitas yang semakin meningkat di Indonesia. 

Sepanjang tahun 2021 KPAI mencatat beberapa kasus anak dalam kondisi darurat 

bencana alam dan sosial; anak terpapar radikalisme; anak pelaku kekerasan dan 

ekploitasi sebanyak 126 kasus. Kekerasan dalam berbagai bentuk, seperti fisik, 

emosional, atau seksual, bahkan penelantaran, bisa terjadi di lingkungan keluarga. 

Apabila terjadi selama masa krusial pembentukan kepribadian dan mencapai tingkat 

yang serius, dampaknya bisa sangat besar bagi perkembangan kepribadian serta 

kehidupan masa depan anak. Berdasarkan situasi tertentu, anak-anak mungkin 

menunjukkan perilaku yang beragam, seperti menjadi toleran, tertekan, merusak, 

agresif, atau melakukan tindakan yang menyimpang. Terapi psikososial melalui 

pendampingan kepada anak korban kekerasan sangat diperlukan untuk menghilangkan 

rasa trauma anak dan memahamkan akan hak anak yang semestinya dia peroleh serta 

kewajiban anak yang harus dia lakukan. 

E. Kesimpulan 

Hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 

2002 yang membahas mengenai Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 

35 Tahun 2014 yang membahas mengenai Perubahan atas UU No. 23 Tahun 

2002 yang membahas mengenai Perlindungan Anak yang terabaikan 

pascaperceraian orang tua meliputi hak atas kasih sayang dari orang tua, hak 

atas nafkah yang layak, hak atas pendidikan yang baik, serta hak atas 

perlindungan dan kesejahteraan.  



 
 

 

 

NASKAH PUBLIKASI I ANNISA SHAFA KHOERIYAH 23 

 

Dengan berbagai program ‘Aisyiyah dalam penguatan norma kekeluargaan dan  

mengatasi hak anak yang terabaikan pascaperceraian orang tua di Kabupaten 

Cilacap, diantaranya program penguatan ketahanan keluarga, membentuk 

penguatan perwujudan keluarga sakinah, menguatkan parenting bagi orang tua dan 

memperluas wawasan keluarga dalam kaitannya dengan kehidupan sosial. 

Memberikan kesadaran keluarga cinta anak. Meningkatkan upaya pemberdayaan, 

pelayanan, perlindungan, dan penyantunan dengan berbagai model praktis untuk 

kelompok masyarakat dhu’afa/miskin, anak-anak terlantar, anak jermal (buruh anak 

di pantai), lansia, penyandang disabilitas, korban narkotika, serta kelompok 

marjinal lainnya melalui pendekatan holistik. Membangun Pusat Perlindungan 

Anak atau rumah aman, serta Women Crisis Center (WCC) atau Rumah Sakinah 

sebagai layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Membentuk 

pola dan model pendampingan serta penyediaan bantuan hukum bagi perempuan 

dan anak korban kekerasan, perdagangan manusia, dan ketidakadilan, dengan 

pendekatan berbasis komunitas. Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman 

mengenai berbagai bentuk kekerasan kepada anak dan perempuan, serta melakukan 

langkah-langkah pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan 

tersebut. Mengadvokasi pelaksanaan UU No. 17/2016 jo UU No. 23/2002 yang 

membahas mengenai Perlindungan Anak, UU No. 23/2004 yang membahas 

mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 21/2007 yang 

membahas mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 

44/2008 yang membahas mengenai Pornografi, UU No. 12/2022 yang membahas 
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mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta undang-undang lain yang 

relevan dan memerlukan perhatian. 
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